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ABSTRAK 
 

 
 

Rafly Arfandy 2024, Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis E 

Government (Melalui Aplikasi Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri   Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar) (Dibimbing oleh Nuryanti 

Mustari dan Nur Wahid) 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan 

menganalisis implementasi pada inovasi  program Anjungan  Dukcapil  Mandiri 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan public administrasi kependudukan diDinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan untuk mengetahui 

mendeskripsikan dan menganalisi apa saja faktor  pendukung dan penghambat 

proses implementasi dalam meningkatkankualitas pelayanan publik administrasi 

kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. 

 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Makassar tahun 2024 dengan jumlah responden 2 pegawai Dinas Dukcapil dan 

3 mayarakat pengguna mesin ADM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. 

 
Hasil Penelitian ini yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar telah menyediakan 14unit mesin ADM ke tiap 14 kecamatan yang ada di 

Kota Makassar dan satu unit yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Makassar. Tiap unit mesin ADM ditugaskan 2-3 orang yang bertanggung 

jawab dan siap membantu Masyarakat yang kesulitan dalam penggunaan mesin 

ADM dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menyediakan petugas IT 

apabila mesin ADM mengalami masalah. Keberadaan mesin ADM saat ini dapat 

membantu masyarakat dalam proses pencetakan dokumen seperti Kartu Keluarga 

dan KIA, namun tidak sedikit masyarakat yang belum familiar terhadap penggunaan 

mesin ADM. Hal tersebut dikarenakan masyarakat di Kota Makassar khususnya 

lansia yang belum memahami dan mengetahui manfaat, fungsi dan keunggulan dari 

mesin ADM. Karena hal tersebut informasi yang disediakan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Makassar belum bisa tersampaikan kepada seluruh 

masyarakat Kota Makassar sehingga masyarakat masih bingung atau belum paham 

untuk menggunakan mesin tersebut. Adapun hambatan lain pada mesin ADM yaitu 

belum bisa untuk mencetak KTP elektronik dikarenakan pencetakan KTP elektronik 

harus menunggu fasilitas dari pemerintah pusat serta penghambat yang masih  

terjadi dalam pelaksanaan mesin ADM dimasyarakat adalah masalah jaringan 

dalam ADM yang terkadang bermasalah. 
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri, Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil.
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

 
 

A. Latar Belakang 

 
Setiap warga negara hampir dapat dipastikan akan berurusan dengan instansi 

pemerintahan untuk keperluan administrasi publik. Berbagai keperluan terhadap 

pelayanan publik mengharuskan warga negara berinteraksi dengan para aparat 

pemerintah di berbagai  lembaga. Pelayanan  negara terhadap warga negaranya 

merupakan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 dan diperjelas kembali dalam 

UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu pelayanan publik yang 

bermanfaat bagi masyarakat harus mampu menempatkan birokrasi pemerintah pada 

level  penyedia atau pelayanan  publik,  bukan  sebaliknya.  Untuk  mencapai  hal 

tersebut, terobosan dilakukan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. 

Standar Pelayanan Minimal menjadi acuan bagi sebagian pejabat atau pegawai 

untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. Tujuan Standar 

Pelayanan Minimal adalah untuk mendorong keunggulan kualitas pelayanan yang 

transparan, akuntabel dan memenuhi harapan dan kebutuhan pemberi dan penerima 

pelayanan (Hardianto Hawing, 2023). Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan 

teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru 

dengan meningkatkan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju 

terwujudnya pemerintah yang baik (good governance) (Suwarni, 2019). Seiring 

dengan berkembangnya zaman dan majunya teknologi, semakin tinggi pula 

tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan yang tepat 

dan cepat, masyarakat juga semakin kritis dengan kinerja
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organisasi publik (Dewi, 2022). 
 

 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus terjadi 

semakin mendorong aktivitas untuk terus membuat perubahan (Lestari, 2021). 

Pesatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupanadalah 

sesuatu hal yang dinamis. Teknologi informasi senantiasa berkembang mengikuti 

perubahan zaman (Dahlila, 2020). Perkembangan teknologi saat ini mengarahkan 

manusia dalam tatanan kehidupan yang lebih modern dan menjadikan manusia 

sebagai objek perubahan atas terjadinya pergeseran dalam pola kehidupan sosial dan  

masyarakat.  Transformasi  digital  melalui penggunaan  teknologi  informasi untuk 

meningkatkan pekerjaan efisiensi dan efektivitas, sehingga mengubah cara kerja 

ditangani (Wahyuni, 2022).. Pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan  

atas  pemenuhan  kebutuhan  dalam  pelayanan sesuai  peraturan  yang ditetapkan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas palayanan administrasi yang disediakan 

oleh instansi pemerintah ataupun penyelenggara pelayanan publik (Ibad, 

2022). 

 
Inovasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung 

tercapainya visi reformasi birokrasi (Melinda, 2020). Inovasi pemerintahan daerah 

pada Era Otonomi Daerah memiliki landasan hukum sebagai kerangka kebijakan 

publik yang kuat seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Azhari, 2018). Dengan adanya inovasi pelayanan publik, diharapkan dapat 

menjadi fasilitas kemudahan untuk masyarakat dalam mengakses dan melaksanakan 

pelayanan publik. Meskipun pelayanan yang diberikan masih kurang memuaskan 

dimana  masyarakat  harus  merasakan birokrasi yang berbelit-belit,
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lambat, mahal dan melelahkan masyarakat sendiri, tentu akan menjadi permasalahan 

yang harus diperhatikan untuk melakukanpembenahan oleh dinas terkait (Danuri, 

2019). Salah satu organisasi pemerintah yang dituntut maksimal dalam memberikan 

pelayanan kepada publik yaitu Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

(Disdukcapil). Dinas ini merupakan bagian integral dan system 

managementmodern, termasuk manajemen pemerintah yang mutlak ada, tidak bisa 

dieleminir   atau dihilangkan, karena melekat dalam setiap gerak langkah 

pembangunan berwawasan kependudukan.   Fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil  terkandung makna pencatatan,  penerbitan, penyimpanan serta 

pemeliharaan datakependudukan, dengan arti untuk pengelolaan urusan tata usaha 

dengan baik, sehingga dapat dilaksanakan langkah-langkah perbaikan pada saat 

yang tepat gunaterpeliharanya arsip- arsip/dokumen penduduk secara komprehensif 

(Pernanda, 2022). 

Kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak 

di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang dengan 

jumlahpenduduk sekitar 1.427.619 jiwa pada tahun 2021(BPS Kota Makassar, 

2021). Dalam memenuhi pelayanan administrasi masyarakat kota Makassar yang 

sangatberagam maka dibutuhkan inovasi layanan agar masyarakat dengan 

mudah mengakses dan memenuhi kebutuhan dasar administrasi kependudukan. 

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kemendagri melalui Disdukcapil Kota 

Makassaradalah dengan diluncurkannya Program Anjungan Dukcapil Mandiri 

sebagaibentuk mempermudah masyarakat dalam mencetak berbagai dokumen 

administrasi   seperti   e-KTP,   Kartu   Keluarga,   Akta   Kelahiran   dan   lain
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sebagainya. ADM  diharapkan  dapat  mempermudah  pengurusan  Dokumen 

Kependudukanserta memutus mata rantai percaloan di Dukcapil Kota Makassar 

yang sampai saatini masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. 

ADM, atau Anjungan Dukcapil Mandiri, merupakan inovasi yang 

dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen 

kependudukan secara mandiri. ADM adalah alat atau mesin yang berbentuk 

seperti mesin ATM yang mampu mencetak 24 jenis dokumen kependudukan. 

Beberapa jenis dokumen yang bisa dicetak antara lain KTP, Kartu Keluarga, akta 

kelahiran, akta kematian, dan dokumen penting lainnya. 

Praktik calo sering terjadi dalam proses pengurusan dokumen 

kependudukan, di mana pihak ketiga menawarkan jasa untuk mengurus dokumen 

dengan imbalan tertentu. Calo ini sering memanfaatkan kebingungan atau 

ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur resmi. Dengan adanya mesin ADM, 

masyarakat bisa langsung mengurus dokumen mereka sendiri tanpa perlu 

perantara. Hal ini secara signifikan mengurangi peluang bagi calo untuk 

menawarkan jasanya, karena masyarakat sudah memiliki akses yang mudah dan 

jelas untuk mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan. 

Pungutan liar atau pungli adalah masalah serius yang sering terjadi dalam 

pelayanan publik, termasuk dalam pengurusan dokumen kependudukan. Petugas 

yang tidak bertanggung jawab kadang-kadang memanfaatkan posisi mereka untuk 

meminta uang tambahan dari masyarakat dengan dalih mempercepat proses atau 

alasan lainnya. Dengan adanya ADM, masyarakat bisa menghindari interaksi 

langsung   dengan   petugas   yang   mungkin   melakukan   pungli.   Proses   yang
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sepenuhnya otomatis ini memastikan bahwa semua biaya yang dikeluarkan sesuai 

dengan ketentuan resmi tanpa tambahan yang tidak semestinya. 

Adanya mesin ADM meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. 

Setiap transaksi yang dilakukan melalui mesin ini tercatat dengan baik, sehingga 

mudah untuk diaudit. Ini membantu memastikan bahwa semua proses berjalan 

sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminimalkan peluang terjadinya 

penyimpangan. Dengan adanya rekam jejak digital, setiap permohonan dan 

pencetakan dokumen dapat dilacak, sehingga meningkatkan akuntabilitas baik dari 

sisi pemerintah maupun masyarakat. 

Mesin ADM memungkinkan masyarakat untuk mencetak dokumen kapan 

saja tanpa harus mengantri di kantor Dukcapil. Ini sangat membantu terutama bagi 

mereka yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan atau alasan lainnya. 

Selain menghemat waktu, masyarakat juga tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan yang sering kali diminta oleh calo atau melalui pungli. Proses yang efisien 

ini memberikan keuntungan ekonomis baik bagi individu maupun pemerintah, 

karena mengurangi beban administrasi dan operasional. 

ADM biasanya ditempatkan di lokasi-lokasi strategis seperti pusat 

perbelanjaan, kantor kecamatan, atau tempat umum lainnya yang mudah dijangkau 

oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan 

jauh ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen. Kemudahan akses ini juga 

meningkatkan inklusi pelayanan publik, memastikan bahwa lebih banyak orang bisa 

mendapatkan dokumen kependudukan dengan mudah dan cepat.
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ADM dirancang dengan teknologi yang menjamin keamanan data dan 

privasi pengguna. Setiap pengguna perlu melakukan verifikasi identitas sebelum 

dapat mencetak dokumen, sehingga hanya individu yang berhak yang bisa 

mengakses informasi pribadi mereka. Ini juga membantu mencegah 

penyalahgunaan data dan identitas. 

Keberadaan ADM bisa menghindarkan praktik calo dan pungutan liar 

(pungli) dalam pengurusan dokumen kependudukan. ADM merupakan sebuah alat 

atau mesin yang berbentuk seperti mesin ATM. ADM mampu mencetak 24 jenis 

dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan itu terbagi menjadi empat 

klaster, yakni biodata, kartu, akte dan surat keterangan. Contohnya antara lain Kartu 

Keluarga, KTP, Kartu Identitas Anak, akte perkawinan, akte kelahiran, akte 

kematian, akte perceraian, dan akte pengangkatan. Selain itu, contoh surat 

keterangan yang bisa dicetak di ADM antara lain surat keterangan pindah, surat 

keterangan pindah luar negeri, dan lain-lain. Dengan mesin ADM, masyarakat dapat 

mencetak dokumen yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Bahkan pencetakan dokumen 

bisa dilakukan pada hari libur dan tidak terikat wilayah administrasi Berdasarkan 

pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul 

“Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis E Government Pada Aplikasi 

Mesin Anjungan Dinas Dukcapil Kota Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka 

dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1.      Bagaimana implementasi program Anjungan Dukcapil Mandiri sebagai
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inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik administrasi 

kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Makassar? 

2. Apa faktor penghambat pengaplikasian program Anjungan Dukcapil 

Mandiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pelayanan publik 

pada bidang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Makassar 

 

C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan perumusan masalah yang ada di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwatujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pada 

inovasi program Anjungan Dukcapil Mandiri dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan public administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisi apa saja faktor 

pendukung dan penghambat proses implementasi dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

 
1.    Manfaat Teoritis 

 
Dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  pengetahuan  dan 

wawasan  terkait  implementasi  program  inovasi  terhadap  pelayanan
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publik yaitu pada suatu instansi pelayanan. 

 
2.    Manfaat Praktis 

 
a. Bagi Penelitian 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

yang sangat berharga berkaitan  dengan  pelayanan  publik Bagi Peneliti 

Selanjutnya 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

dalam penelitian-penelitan selanjutnya.
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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 
Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak ukur 

sebuah penelitian baru. Penelitian ini menggunakan olah data Vosviewer untuk 

mengetahui penelitian terdahulu sebagai referensi yang digunakan untuk 

melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang ditemukan, sebagai 

berikut : 

Gambar 1.1 Network Visualization 
 
 

 

 

 
Sumber: Diolah oleh VOSviewer, 2023



10  

 
 
 

 

Penelitian ini akan mengemukakan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat 

yang dianggap memiliki kesamaan dengan judul atau topik yang penulis telititerkait 

dengan Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E Government Aplikasi 

Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil Kota Makassar. Beberapa hasil penelitian yang relevan diantaranya yaitu: 

1. (Wahyu  Hidayat,  2021)  dalam  penelitiannya  berjudul  “Analisis  Inovasi 

Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Tangerang Live di Kota Tangerang” 

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif 

deskriptif dan hasil penelitian yaitu diperlukan  adanya sosialisasi  secara 

mendalam agar masyarakat benar-benar mengetahui cara  menggunakan 

Aplikasi Tangeraang Live. 

2. (Rianandita  Arsy  Elkesaki,  2021)  dalam  penelitiannya  berjudul “Inovasi 

Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Bandung” 

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dan hasil penelitian yaitu Inovasi pelayanan publik di 

Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Bandung memberikan banyak 

keuntungan dan juga manfaatbagi masyarakat Kota Bandung. 

3. (Khasan  Efendi,  2022)  dalam  penelitiannya  berjudul  “Model  Inovasi 

Pelayanan Publik di  Kabupaten  Sragen  Provinsi  Jawa Tengah”.  Adapun 

metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan induktif.dan hasil penelitian yaitu Jenis inovasi pelayanan publik 

melalui  model  Mal  Pelayanan  Publik  (MPP)  di  Kabupaten  Sragen telah 

mewujudkan inovasi daerah dengan berinovasi pada produk layanan, inovasi
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proses layanan, inovasi kebijakan layanan, inovasi metode layanan serta 

inovasi system layanan dengan model Mal Pelayanan Publik (MPP). 

4. (Deby Apriliani, 2021) dalam penelitiannya berjudul “Digitalisasi Pelayanan 

Publik (Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android di Kabupaten Bangka)” 

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan hasil 

penelitian yaitu Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Bangka 

dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sudah memanfaatkan kemajuan 

teknologi dengan menciptakaninovasi Pelayanan Publik. 

5. (Puji Ayu Lestari, 2022) dalam penelitiannya berjudul “Inovasi Pelayanan 

Publik Berbasis Digital (E-Government) Di Era Pandemi Covid-19” Adapun 

metode penelitian yang digunakan yaitukepustakaan (library research) dan 

hasil penelitian yaitu dibutuhkan kemampuan  sumberdaya  manusia 

(pegawai  instansi  dan sebagainya) diperlukan dalam proses pelaksanaan e- 

government. 

B. Konsep dan Teori 
 

1.   Teori Implementasi Van Meter & Van Horn (Subarsono, 2005) 

 
Penelitian ini akan berfokus pada implementasi pengaplikasian mesin 

ADM dalam hal pelayanan publik di Dinas Dukcapil Makassar. 

Berdasarkan studi pustaka dan penulusuran fokus penelitian maka peneliti 

akan menggunakan teori Van Meter & Van Horn. Teori implementasi 

kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah sebuah kerangka kerja yang 

digunakan untuk menganalisis dan memahami bagaimana kebijakan 

publik diimplementasikan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
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keberhasilannya. Teori ini diperkenalkan oleh Donald S. Van Meter dan 

Carl E. Van Horn pada tahun 1975. Penentuan teori ini didasarkan pada 

alasan Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu pendekatan yang 

mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan (kebijakan 

pengaplikasian  mesin  ADM)  dengan  implementasi dan  suatu  model 

konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja kebijakan. 

Van Meter  &  Van  Horn menegaskan  bahwa perubahan,  kontrol dan 

kepatuhan  bertindak  merupakan  konsep-konsep  yang  penting  dalam 

prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep 

tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini akan bisa 

ditemukan. 

Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja 

implementasi, yaitu : 

a.  Standar dan sasaran kebijakan. 

 
Standar dan  sasaran  kebijakan  harus  jelas  dan  terukur 

sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan 

kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan 

konflik diantara para agen implementasi. 

b.Sumberdaya. 

 
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik 

sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non 

manusia (non-human resources). Keberhasilan implementasi 

kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan dan alokasi sumber
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daya yang memadai. Sumber daya ini meliputi anggaran, tenaga 

kerja, teknologi, serta informasi yang diperlukan untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan. 

c. Hubungan antar organisasi. 

 
Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu 

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan 

koordinasi  dan  kerjasama antar instansi  bagi  keberhasilan  suatu 

program. Efektivitas implementasi kebijakan juga tergantung pada 

kualitas komunikasi dan koordinasi antara badan pelaksana dengan 

organisasi atau pihak lain yang terlibat. Komunikasi yang baik 

memastikan adanya pemahaman yang sama tentang tujuan kebijakan 

dan cara mencapainya. 

d. Karakteristik agen pelaksana. 

 
Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah 

mencakup struktur birokrasi, norma- norma, dan hubungan yang 

terjadi dalam birokrasi, yang  semuanya itu akan mempengaruhi 

implementasi suatu program. Organisasi atau badan yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan harus memiliki 

karakteristik tertentu yang mendukung keberhasilan implementasi. 

Ini mencakup struktur organisasi, kemampuan administrasi, dan 

kompetensi staf.



14  

 
 

 

e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. 

 
Variabel  ini  mencakup sumberdaya  ekonomi  lingkungan 

yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh 

mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan; karakeristik para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada 

di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi 

kebijakan. 

f. Disposisi implementor. 

 
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting 

yakni: 

a)    respon    implementor    terhadap   kebijakan,    yang    akan 

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; 

b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan 

 
c)  intensitas  disposisi  implementor  yakni  preferensi  nilai  yang 

dimiliki oleh implementor. 

2. Pelayanan Publik 

 
Pelayanan publik pada dasarnya tidak bisa terlepas dari 

masyarakat, masyarakat yang terdiri dari sekolompok orang atau manusia 

selalu membutuhkan pelayanan, meskipun pelayanan publik tidak bisa 

terlepas pada admimisitrasi yang diatur oleh Negara (Anisa, 2018). 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas
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barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik (Dewi, 2022). Masyarakat sebagai 

pelanggan memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara 

pelayanan publik yang profesional. Tugas Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan publik yang mampu 

memuaskan masyarakat (Bisri, 2019). Undang-undang Dasar 1945 

mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap 

warga negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem 

pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan 

pelayanan public (Rianti, 2019). Kualitas pelayanan publik yang baik dari 

aparatur pemerintah, dibuat didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003tentang pedoman umum 

penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Kebijakan ini  berguna  untuk 

meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik (Elkesaki, 2021). Namun 

kebijakan ini tidak akan berjalan maksimal 

 

Jika aparaturnya tidak bekerja secara optimal karena permasalahan 

ini harus dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan apa yang 

sedang diperlukan oleh masyarakat dan yang akan memudahkan 

masyarakat dalam proses kehidupan sehari-hari. (Haqie, 2020) 

3. Inovasi Pelayanan Publik 

 
Inovasi pelayanan publik dapat menjadi semacam transformasi 

pelayanan publik untuk mendapatkan solusi dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan sehingga lebih sesuai dengan keinginan dan harapanmasyarakat
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(Efendi, 2022). Inovasi pelayanan publik merupakan suatukeharusan bagi 

pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  guna untuk 

mengimplementasikan pelaksanaan desentralisasi yaitu mengupayakan 

peningkatan  kesejahteraan,  kemakmuran  dan kemandirian  bagi 

masyarakat dan daerahnya (Tui, 2022). Karakteristik dari sistem pelayanan 

di sektor publik yang statis dan kaku harus mampu dicairkan melalui   

dogma   budaya   inovasi. Budaya   inovasi   ini   harus   dapat 

dikembangkan dan dipertahankan keberlangsungannya agar dapat 

memberikan  pelayanan  yang  maksimal dari  pemerintah  kepada 

masyarakatnya (Firdaus, 2022). Hal ini dikarenkan dinamika eksternal dan 

tuntutan perubahan di masyarakat yang semakin sadar akan perkembangan 

teknologi yang menuntutefisiensi dan efektivitas dalam kehidupan 

berdampak timbulnya rasa kesadaran (awareness) yang lebih baik akan 

hak-hak yang melekat masyarakat sebagai warga negara dan sebagai 

penerima layanan (Yanuar, 2019). Pemerintah selain turut memberikan 

inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat juga namun harus 

mempertimbangkan apakah inovasi tersebut dapat diterima atau tidak oleh 

masyarakat (Anjani, 2019). Suatu inovasi dapat disebut berhasil apabila 

produk, layanan, proses, dan metode pelayanan dikreasikan dan 

diimplementasikan sehingga menghasilkan perubahan nyata dalam hal 

efektivitas dan efisiensi kualitas pelayanan (Pratama, 

2019). Seiring dengan berkembangnya zaman dan majunya teknologi, 

semakin  tinggi  pula tuntutan  masyarakat  kepada   pemerintah   untuk
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memberikan pelayanan yang tepat dan cepat, masyarakat juga semakin 

kritis dengankinerja organisasi publik (Dewi, 2022). 

4.  E-Government 

 
E-Government atau pemerintah elektronik adalah penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Tujuan 

utama e-Government adalah untuk memberikan layanan yang lebih baik 

kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi publik dalam proses 

pemerintahan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. E- 

government adalah garda depan dari upaya untuk menyediakan informasi 

dan pelayanan kepada warga negara, bisnis, pegawai dan unit 

pemerintahan, serta  sector organisasi lainnya (Irawan,2019). Salah satu 

bentuk dari penyediaan pelayanan kepada warga yaitu adanya  inovasi 

program Anjungan Dukcapil Mandiriatau lebih dikenal dengan ADM. 

Pemanfaatan e-government tersebut merupakan Upaya dalam 

penyelenggara  pemerintah  yang  memanfaatkan  teknologi  digital ini, 

dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan kependudukan 

bagi masyarakat. 

5.  Konsep Aplikasi Mesin ADM 

 
ADM merupakan sebuah inovasi alat yang digunakan untuk 

mencetak dokumen- dokumen administrasi kependudukan. Dokumen- 

dokumen yang dapat dicetak dalam alat ini yakni E-KTP, KIA, KK, Akte
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Kelahiran, Akte Kematian, dan lain sebagainya.Mesin ADM ini 

merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri yang 

kemudian disosialisasikan kepada Disdukcapil berbagai daerah di 

Indonesia pada tahun 2019. Selanjutnya merupakan keputusan masing- 

masing Dukcapil daerah apabila ingin melakukan pengadaan mesin 

tersebut (Dewi, 2022). Masalah-masalah pelayanan yang sering terjadi 

pada administrasi kependudukan ialah waktu dan jarak dalam penyelesaian 

dokumen kependudukan panjang (lama)  sehingga dengan adanya ADM 

tersebut diharapkan bisa memotong jalur birokrasi pengurusan  dokumen  

kependudukan,  membangun  system pencegahan pungutanliar serta 

pemberantasan korupsi. Dalam programinovasi ADM berbagai macam 

pelayananadministrasi kependudukan (adminduk) pelayanan akan mudah, 

cepat dan efisien. Namun seiring adanya inovasi tersebut untuk 

mempermudah pelayanan administrasi publik, sehingga dalam program 

inovasi-inovasi tidak luput juga dari kekurangan- kekuranganyang ada. 

Salah contoh kekurangan dalam program inovasi ADM adalah masalah 

jaringan pusat ke daerah, pengetahuan teknologi, dan masih kurangnya 

sosialisasi dengan adanyaprogram inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri. 

Dalam program inovasi sebenarnya memang memudahkan masyarakat 

untuk mengurus dokumen-dokumen pelayanan administrasi kependuduk 

dan sehingga masih terdapat kendala-kendala seperti jaringan, hasilnya 

dokumen-dokumen tidak bisa cetak langsung ditempat (Septiana, 2022).
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Mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) adalah sebuah inovasi teknologi 

yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan 

administrasi kependudukan. Mesin ini mirip dengan mesin ATM perbankan, 

tetapi khusus untuk mencetak dan mengelola dokumen kependudukan. Tujuan 

utama mesin ADM untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi 

dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Fungsi 

utamanya adalah mencetak berbagai dokumen kependudukan seperti KTP, 

Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lainnya tanpa 

perlu mengantri di kantor Dukcapil. 

1.   Adapun komponen utama mesin ADM antara lain; 

 
2.   Layar Sentuh Interaktif: Memudahkan pengguna untuk berinteraksi 

dengan mesin melalui tampilan yang intuitif dan mudah dipahami. 

3. Pemindai (Scanner): Untuk memindai dokumen yang diperlukan, 

seperti sidik jari atau barcode dari dokumen. 

4.   Printer: Mencetak dokumen kependudukan yang telah diproses. 

 
5.   Sistem Keamanan: Termasuk verifikasi biometrik (seperti sidik jari) 

dan enkripsi data untuk memastikan keamanan dan privasi informasi 

pengguna. 

6. Koneksi Internet: Menghubungkan mesin dengan database pusat 

Dukcapil untuk memproses permintaan dan mengunduh data yang 

diperlukan. 

7.   Proses penggunaan mesin ADM 

 
8.   Verifikasi   Identitas:   Pengguna   memulai   dengan   memverifikasi
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identitas mereka melalui pemindai sidik jari atau KTP elektronik. 

 
9.   Pilih Layanan: Setelah terverifikasi, pengguna dapat memilih jenis 

dokumen atau layanan yang mereka butuhkan melalui layar sentuh. 

10. Proses  dan  Cetak:  Mesin  akan  memproses  permintaan  dengan 

mengakses database pusat, dan kemudian mencetak dokumen yang 

diminta. 

11. Pengambilan Dokumen: Dokumen yang sudah dicetak bisa langsung 

diambil oleh pengguna. 

 
C. Kerangka Pikir 

 
Kerangka pikir atau kerangka teoritik merupakan landasan dari keseluruhan 

proses penelitian. Kerangka berpikir mengembangkan teori yangtelah disusun dan 

menguraikan dan menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel 

yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.
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Gambar 1.2 Kerangka Pikir 
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D.   Fokus Penelitian 

 
Penelitian ini berfokus pada implementasi inovasi pelayanan yang 

diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. 

Inovasi yang dimaksud adalah ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) untuk 

mempermudah masyarakat dalam memperoleh berkas administrasi seperti 

KTP, KK, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. 

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

 
Implementasi Inovasi pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah sejauh mana pengaplikasian Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri 

dipergunakan dalam peningkatan pelayanan publik. Implementasi dalam 

peningkatan kualitas pelayanan dengan memenuhi prinsip sebagai berikut; 

1.      Standar dan sasaran kebijakan 

 
2.      Sumber daya 

 
3.      Hubungan antar organisasi 

 
4.      Karakteristik agen pelaksana 

 
5.      Kondisi sosial, politik dan ekonomi 

 
6.      Disposisi implementor
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 
Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan setelah 

seminar proposal hingga data yang diperoleh peneliti dapat sesuai dengan yang 

dibutuhkan, lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Makassar. 

B. Jenis Dan Tipe Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan  metode kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui 

bagaimana penerapan atau implementasi pelayanan Dinas Dukcapil Makassar 

dalam mengaplikasikan Mesin ADM dalam pelayanan publik sesuai dengan 

kondisi apa adanya yang ada di lapangan saat melakukan penelitian. 

Sedangkan, tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. 

C. Informan Penelitian 

 
Pemilihan informan dalam  penelitian ini dilakukan secara proporsional 

sampling atau sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh data 

yang akurat, maka dipilih orang-orang yang berkompeten untuk memberikan 

informasi serta data yang akurat dan akuntabel mengenai Implementasi Inovasi 

Pelayanan Publik Berbasis E Government (Aplikasi Mesin Anjungan Dukcapil 

Mandiri Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kota  Makassar).  Adapun 

informan dari penelitian ini yaitu:
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Tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian 

 

No. NAMA INISIAL JABATAN 

 

1. 

 

Indrawaty Semmaing 
 

 

IS 

Kepala Bidang Pemanfaatan 

Data dan Inovasi Pelayanan 

 

2. 

 

Helmi Syaleh 

 

 

HS 

Staff Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Makassar 

 

3. 

 

 

Akbar Syarif 

 

 

AS 

Staff Perencanaan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Makassar 

 

4. 
 

Abdul Muis 

 

 

AM 

 

 

Masyarakat Pengguna Mesin ADM 

 

5. 
 

Aminah 

 

 

A 

 

 

Masyarakat Pengguna Mesin ADM 

 

6. 
 

Muhammad Hidayat 

 

 

MH 

 

 

Masyarakat Pengguna Mesin ADM 

Sumber: Kreativitas Peneliti 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 
Pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mendapatkandata 

dan struktur yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.    Observasi 

 
Observasi ialah proses pengamatan langsung terhadap peneliti. Obsevasi 

yang digunakan dalam langkah pengumpulan data penelitian,hasil observasi 

dalam penelitian dan aktivitas jiwa untuk mengenali stimulus yang 

diinginkan, dapat juga dikatakan sebagai studi stimatis  yang mengenai 

kondisi sosial dan gejala psikologis melalui observasi dan mereka
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2.    Wawancara 

 
Wawancara yaitu proses dimana peneliti yang berkomunikasi 

dengan beberapa informan yang membuat serangkaian pernyataan yang 

berkaitan dengan tujuan ingin melakukan penelitian. Menurut Dedy 

Muliana, bahwa wawancara dengan beberapa informan merupakan suatu 

bentuk komunikasi dari beberapa orang yang ingin mengajukan pertanyaan 

untuk tujuan tertentu (Dedy,2004). 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam. Oleh karena itu, dalam menemtukan informan pada penelitian, 

peneliti mengambil metode purposive. Metode purposive adalah metode 

yang di gunakan dalam mencari informan sesuai dengan kriteria yang di 

pilih. 

3.    `Dokumentasi 

 
Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui gambaran yang 

lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan skripsi 

ini. Dokumentasi dalam penelitian adalah proses sistematis yang melibatkan 

pencatatan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyimpanan data dan 

informasi yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi ini sangat penting 

untuk memastikan transparansi, akurasi, dan keberlanjutan dari proses 

penelitian 

4.      Kepustakaan 

 
Ialah  untuk  menghimpun  data  yang  relevan  dengan  topik  atau 

masalahyang menjadi objek peneliti tersebut dapat diperoleh dari buku, karya
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ilmiah, tesis, skripsi, dan disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya. 

 
E. Teknik Analisis Data 

 
1. Teknik Pengelolaan Data 

 
Setelah  data  dari  informan  terkumpul,  langkah  selanjutnya  ialah 

mengelola data melalui beberapa langkah yaitu: 

a.  Reduksi data yaitu data yang di dapatkan langsung di lokasi penelitian 

dan dikumpulkan secara berturut ketika pengumpulan data selesai. 

Pengolahan data tersebut diaturterlebih dahulu isi utama menurut arah 

penelitian. 

b. Pemeriksaan  data  (editing)  yaitu  memeriksa  kembali  data  sesuai 

dengan tindakan perlu diperhatikan setelah data terkumpul. 

c.  Sistematika data menurut struktur sistematis bahasa sesuai dengan 

strukturdata, yaitu urutan operasional. Verifikasi data atau kesimpulan 

data   merupakan   bagian   terakhir   dari   penguraian   data   yang 

mendukung penarikan kesimpulan yang akurat dan mendalam dari 

data penelitian berdasarkan rumusan pertanyaan. Pada langkah ini, 

penarikankesimpulan dilakukan dengan membandingkan data yang 

didapatkan dari hasil wawancara subjek dan informan. 

2. Penyajian Data 

 
Semua masalah kajian disajikan dengan data yang telah dikumpulkan dari 

lapangan, dipilah antara yang perlu dan yang tidak, kemudian dikategorikan, dan 

terakhir diberi batasan masalah.
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3. Penarikan Kesimpulan 

 
Data kemudian dapat disajikan, dan kesimpulan awal dapat dibuat. 

Sepanjang penyelidikan, kesimpulan ini juga tercapai. Para peneliti telah 

berusaha untuk memeriksa dan memperoleh signifikansi dari apayang telah 

ditentukan sejak awal lapangan serta selama proses pengumpulan data. 

F. Teknik Pengabsahan Data 

 
Pada titik ini, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi, yang 

digambarkan sebagai memverifikasi data dari berbagai sumber dengan 

berbagaicaradan pada berbagai periode untuk menilai kepercayaannya. Macam 

macam teknik triangulasi, menurut Sugiyono (Sinatriyo:2019) dalam (Fitriani, 

2013): 

 
1. Triangulasi Sumber Data 

 

Triangulasi sumber adalah jenis triangulasi yang memverifikasi data yang 

telah dikumpulkan dari banyak sumber untuk memverifikasinya. Dalam situasi 

ini, peneliti dapat membandingkan temuan observasi dan wawancara dengan 

dokumen yang sudah ada atau temuan wawancara informan (data primer) 

dengan membaca literatur terkait penelitian (data sekunder). 

2. Analisis Data 
 

Analisis data adalah suatu proses pengumpulan data dan pengaturan data 

secara sistematis dan berurut sehingga dapat dipahami dengan muda oleh diri 

sendiri maupun orang lain dengan mengkonstruksi pola dari wawancara, 

catatan lapangan dan dokumen serta hal-hal yang paling penting untuk 

dipelajarin. Data yang di analisis bersifat kualitatif merupakan suatu metode 

dalam  memperoleh  data  deskriptif  dengan  bentuk tertulis maupun  tidak



28  

 
 

 

tertulis (lisan) dari orang yang melakukanpenelitian. Deduksi adalah kalimat 

dimana inverensi berada di paragraph dan induksi adalah penalaran yang 

bener dari kasus tertentukesimpulan umum tertentu.
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN 
 

 
 

A.  Deskripsi Objek Penelitian 

 
1.   Geografis dan Demografis Kota Makassar 

 
Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat bagian 

 
selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat 119°, 18’, 27’, 97” Bujur Timur dan 

 
5’. 8’, 6’, 19” Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 175,77 km2 yang 

meliputi 14 kecamatan. Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas- 

batas wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah 

utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah barat berbatasan dengan Selat 

Makassar. 

Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota 

Makassar berkisar 0,5–10 meter dari permukaan laut. Kota Makassar memiliki luas 

wilayah 175,77 km2 yang terbagi kedalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Selain 

memiliki wilayah daratan, Kota makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang 

dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota makassar. 

Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu 

Kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau ini merupakan gugusan 

pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau 

Sangkarang, atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau lebih dikenal dengan 

nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang 

(terjauh),  pulau  Langkai,  Pulau  Lumu-Lumu,  Pulau  Bone  Tambung,  Pulau



30  

 
 

 

Kodingareng, pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng 

Keke,  Pulau  Samalona,  Pulau  Lae-Lae,  Pulau  Gusung,  dan  Pulau  Kayangan 

(terdekat). 

Penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa yang 

terdiri dari 610.270 laki-laki dan 662.079 perempuan. Sementara itu jumlah 

penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656 jiwa. Komposisi 

penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin 

Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang 

berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki. 

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, 

menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah Kecamatan 

Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total penduduk, 

disusul Kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40 persen). Kecamatan 

Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen), dan yang terendah adalah 

Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 29.064 jiwa (2,28 persen). 

Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 

 
33.390 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km 

persegi), Kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km persegi).Sedangkan Kecamatan 

Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 

sekitar 2.709 jiwa per km persegi, kemudian kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per 

km persegi), Manggala (4.163 jiwa per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (8.266 

jiwa per km persegi), Kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km persegi.Wilayah- 

wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masihmemungkinkan
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untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 (tiga) Kecamatan yaitu 

 
Biringkanaya, Tamalanrea dan Manggala. 

 
2. Visi, Misi, Motto, Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan 

 
Sipil Kota Makassar 

 
Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan dan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah kota Makassar, Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan 

kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Sartika, 2017). Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan 

merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pembantuan di bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas lainnya yang diberikan 

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya di wilayah makassar (Musabry, 2021). 

Sesuai dengan tugasnya, Dukcapil kota Makassar banyak berurusan dengan 

pelayanan publik kepada masyarakat sehingga menuntut Aparatur yang terlibat 

didalamnya memiliki kompetensi dan kapasitas yang unggul. Selain itu, kompetensi 

juga dibutuhkan untuk memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas  

(Supri, 2021).  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar memiliki 

visi dan misi dalam pemberian pelayanan publik untuk masyarakat, adapun visi 

misinya yaitu sebagai berikut: 

Visi  :“Mewujudkan  masyarakat  kota  dunia  Sombere  dan  Smart  City  dengan 

imunitas kota yang kuat untuk semua.”
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Misi : (1) Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDMkota yang 

unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dariindikasi korupsi. 

(2) Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, social, dan budaya menuju masyarakat 

sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua. 

Motto : “Melayani dengan hati sepenuh hati dengan hati-hati dan tidak sesuka hati.” 

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 

sebagai berikut: 

1) Sesuai dengan misi, maka tujuan dari Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil 

yaitu sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang arti,manfaat 

dan pentingnya dokumen kependudukan. 

b. Memverifikasi dan menyusun database kependudukan yangakurat, tepat dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Meningkatkan sistem pelaporan administrasi kependudukan danpencatatan 

sipil secara rutin dan berkesinambungan. 

d. Memantapkan penyelenggaraan administrasi kependudukanyang akun tabel. 

e. Menciptakan suasana kerja sama   yang harmonis dalam pemanfaatan data 

dengan kelembagaan lain. 

 
f.  Menciptakan inovasi pelayanan publik baik ditingkat kelurahan,kecamatan 

maupun tingkat kota. 

g. Menjadikan Disdukcapil Kota Makassar menjadi role of model pelayanan. 

h. Mendapatkan pengakuan publik dan kelembagaan kepuasanmasyarakat.
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2) Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai penyelenggara urusan 

pemerintah di bidang administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, kartu 

tanda penduduk dan lain sebagainya yang diharapkan mampu untuk memberikan 

pemenuhan hak-hak administrasi seperti pelayanan publik yang profesional, 

serta  meningkatkan  kesadaran  akan arti  pentingnya  mengenai  kepemilikan 

dokumen Kependudukan danPencatatan Sipil sehingga dapat mendukung tata 

kelola mengenai data yang tunggal dan akurat dalam program administrasi 

Kependudukan dan mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan 

pembangunan secara nasional, regional, dan lokal. Oleh karena itu, maka 

Disdukcapil Kota Makassar merencanakan kinerja sasaran sebagai berikut: 

a. Meningkatnya  pemahaman  kesadaran  masyarakat  atas  arti,  manfaat, dan 

pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan. 

b. Meningkatnya     sistem     pendataan     dan     pelaporan     perkembangan 

 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 
c. Terjadinya sistem jaringan komunikasi data Kependudukan danPencatatan 

 
Sipil. 

 
d. Meningkatnya profesionalitas dan kemampuan aparatur dalam penyelesaian 

dokumen kependudukan dalam menunjang tertib administrasi perkantoran. 

e. Menciptakan suasana kerja yang humoris, harmonis, dan professional. 

 
f.  Menyusun dan melaksanakan tata kelola data yang berbasis SIAKdan akurat 

serta NIK Tunggal. 

g. Melaksanakan pelayanan langsung ke masyarakat.
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3.   Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

 
Makassar 

 

 
Gambar 4.1 stuktur organisasi Dukcapil 

 

 
 

 
 

1. Kepala Dinas 

 
Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijaksanaan,  penyiapan  koordinasi,  pembinaan,  pemberian  bimbingan dan 

pengendalian tugas kantor sesuai dengan kebijaksanaan Walikota berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Sekretaris 

 
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh 

satuan kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar.
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3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 

 
Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 

melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolaadministrasi kepegawaian 

serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. 

4. Kasubag Keuangan 

 
Kasubag Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 

melaksanakan tugas teknis keuangan. 

5. Kasubag Perlengkapan 

 
Kasubag Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 

melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi 

semua pengadaan barang. 

6. Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan 

 
Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan 

WargaNegara Indonesia dan Warga Negara Asing. 

7. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

 
Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan 

informasi data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
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4.   Jenis  Layanan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota 

 
Makassar 

 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, pada Pasal 18 

jenis-jenis layanan administrasi kependudukan meliputi layanan Kartu Keluarga 

(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan pindah dalam kelurahan, 

Surat keterangan pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat keterangan 

pindah antar kecamatan dalam kota, Surat keterangan pindah antar kabupaten kota 

dalam provinsi, Surat keterangan pindah antar provinsi, Surat keterangan pindah 

antar negara,  Surat  keterangan  pindah  Warga  negara  asing,  Surat  Keterangan 

Tempat Tinggal (SKTT) Warga negara asing, dan Kartu identitas penduduk 

musiman. Sementara pasal 42, jenis-jenis layanan pencatatan sipil meliputi layanan 

pencatatan dan penerbitan kutipan Akta kelahiran, pencatatan dan penerbitan 

kutipan Akta perkawinan, pencatatan dan penerbitan kutipan Akta perceraian, 

pencatatan dan penerbitan kutipan Akta kematian, pencatatan dan penerbitan 

kutipan Akta pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan dan penerbitan kutipan 

Akta pengangkatan anak, dan pencatatan Akta perubahan nama (Sumardi, 2022). 

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yaitu 

dengan melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadikewenangan Pemerintah 

Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. 

Adapun yang menjadi fungsinya yaitu sebagai berikut: 

 
1) Menyusun kebijakan teknis dibagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 
2) Menyelenggarakan pekerjaan pemerintah dan pelayanan umum pada bagian
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Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas 

 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 
3) Pembaharuan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. 

 
4)  Penerapan tugas lainnya yang disampaikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tupoksinya. 

5.   Aplikasi Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) 

 
Seiring dengan berkembangnya teknologi, semakin tinggi pula tuntutan 

masyarakat kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik.  Direktorat 

Jendral Dukcapil berupaya memenuhi tuntutan masyarakat tersebut dengan 

menciptakan mesin yang Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Masyarakat dapat 

mencetak sendiri dokumen kependudukan dengan waktu yang singkat 

menggunakan mesin ADM (Dewi, 2022). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Makassar melakukan pelayanan melalui penggunaan aplikasi Mesin Anjungan 

Dukcapil Mandiri. Menurut Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kementrian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) menyatakan bahwa ADM 

ini layaknya seperti ATM di bank dan prinsipnya semudah dengan mengambil uang 

tunai ATM (Septiana, 2022). 

Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) merupakan sebuah alat yang 

digunakan untuk mencetak dokumen administrasi kependudukan. Dokumen yang 

dapat dicetak di mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yaitu KK, KIA, Kutipan 

Akta Lahir dan Kutipan Akta Kematian. Dengan adanya mesin Anjungan Dukcapil 

Mandiri (ADM) diharapkan dapat mempermudah Masyarakat dalam pengurusan 

dokumen   kependudukan   serta   memutus   mata   rantai   percaloan   di   Dinas
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Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebelum melakukan pencetakan dokumen di 

mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM),  warga harus melakukan registrasi 

terlebih dahulu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. 

Berikut prosedur penggunaan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM): 

 
1. Daftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 

dengan membawa berkas-berkas pengajuan cetak dokumen (KK, Akta, dan 

lain-lain) juga menyertakan nomor hp dan email. 

2. Pemohon akan mendapatkan PIN/qrcode yang dikirim ke nomor ponsel/email 

setelah mendaftar ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar. 

3. PIN/qrcode yang diterima pemohon bisa langsung digunakan untuk mencetak 

dokumen di Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). 

4.  PIN/qrcode hanya bisa digunakan untuk sekali pemcetakan. 

 
Adapun cara mencetak dengan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) 

 
sebagai berikut: 

 
1. Pada layer Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) bisa memilih opsi cetak 

menggunakan PIN/QR Code, lalu masukkan PIN/ scan QR code. 

2. Ikuti alur yang diminta oleh sistem, isi semua data yang dibutuhkan hingga 

 
muncul perintah “Silahkan Cetak”. 

 
3. Pilih salah satu metode pencetakan untuk menggunakan PIN atau QR Code. 

 
4. Tunggu beberapa saat (lebih kurang 90 detik) hingga fisik dokumen keluar 

dari Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). 

5. Proses pencetakan dokumen kependudukan pun telah selesai.
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B.  Hasil Penelitian 

 
Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kota Makassar adalah inovasi 

teknologi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang diperkenalkan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memudahkan 

masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dokumen kependudukan. Mesin 

ADM ini mirip dengan mesin ATM perbankan, namun difungsikan untuk mencetak 

dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga 

(KK), Akta Kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya secara mandiri. 

Pengaplikasian mesin ADM di Kota Makassar bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta mengurangi antrian dan waktu 

tunggu di kantor Dukcapil. Mesin ini ditempatkan di berbagai lokasi strategis yang 

mudah diakses oleh masyarakat, seperti di pusat perbelanjaan, kantor kecamatan, 

dan tempat-tempat umum lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mencetak 

dokumen kependudukan kapan saja tanpa harus datang ke kantor Dukcapil selama 

jam kerja. 

Penerapan mesin ADM di Kota Makassar telah memberikan dampak positif 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat 

merasa lebih terbantu dengan adanya mesin ADM yang mempermudah proses 

pencetakan dokumen kependudukan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan 

seperti perawatan rutin mesin, peningkatan kapasitas petugas, dan terus menerus 

mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan mesin ADM. Dengan pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya yang baik, kebijakan ini diharapkan dapat terus 

berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota
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Makassar. 

 
Menurut teori implementasi Van Meter dan Van Horn, keberhasilan 

implementasi kebijakan sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain Standar 

dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan antar Organisasi, Karakter Agen 

Pelaksana, Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi dan Disposisi Implementor. Adapun 

hasil yang peneliti temukan di lapangan dengan menggunakan beberapa indikator 

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan 

 
Standar dan sasaran kebijakan adalah alat yang menjadi target untuk 

mencapai tujuan dari dijalankannya suatu kebijakan.   Sasaran kebijakan 

merupakan    alasan    dikeluarkannya suatu kebijakan untuk mengatasi suatu 

permasalahan publik yang sedang terjadi (Susanti, 2022). Menurut Keputusan 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan haruslah meliputi; 

pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini 

yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta 

kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. Kedua yaitu waktu 

penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan 

penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan 

kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya 

waktu pelayanan masing-masing. implementasi kebijakan merupakan aspek 

penting dari keseluruhan proses kebijakan (Mustari, 2011).
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Berikut hasil wawancara dengan Ibu Indrawati Semmaing (Kepala Bidang 

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan) tentang kebijakan standar yang telah 

diterapkan oleh Disdukcapil Kota Makassar terkait inovasi pelayanan melalui 

mesin Anjungan Dukcapil Mandiri: 

"Kami di Disdukcapil Kota Makassar telah menerapkan kebijakan standar 

dalam inovasi pelayanan melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri 

(ADM). Kebijakan ini mencakup standar operasional prosedur (SOP) 

penggunaan mesin, standar keamanan data, serta standar pelayanan yang 

harus cepat dan tepat. Kami mengikuti pedoman dari Kementerian Dalam 

Negeri mengenai implementasi ADM untuk memastikan konsistensi 

pelayanan di seluruh Indonesia." (Wawancara, 17 Mei 2024) 

 
Ketiga, produk pelayanan yang mana hasil pelayanan yang diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta sarana dan prasarana yang memadai 

oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan 

perangkat penunjang pelayanan yang memadai serta adanya kenyamanan dan 

kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan. Waktu yang ditetapkan sejak 

saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan 

pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing. 

Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri merupakan sebuah inovasi yang digagas 

oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kemudian diterapkan oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan Undang- 

undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Terkait  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  Dinas  Kependudukan  dan
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Catatan Sipil Kota Makassar telah menyediakan 14 unit mesin ADM ke tiap 14 

kecamatan yang ada di Kota Makassar dan satu unit yang tersedia di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Seperti yang dijelaskan oleh 

Bapak Helmi Syaleh (Staf Dukcapil); 

“Saat ini, kami telah menyiapkan total 14 mesin ADM yang tersebar di 

berbagai kecamatan dan titik strategis di kota ini. Mesin-mesin ini kami 

tempatkan di kantor kecamatan, mal pelayanan publik, dan beberapa lokasi 

strategis lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat”. (Wawancara, 18 

Mei 2024) 
 

 
 

2. Sumber Daya 

 
Hasil penelitian di lapangan ditemukan 3 jenis sumber daya dalam 

pengimplementasian mesin ADM.   Pertama, sumber daya finansial yang 

merujuk pada kesediaan dana atau anggaran yang memadai agar 

program/kebijakan bisa terlaksana dengan baik. Peneliti menemukan bahwa 

anggaran yang dipakai dalam pengimplementasian mesin ADM setiap unit 

mesin ADM adalah 3,7 M. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Akbar 

Syarif (staf perencanaan); 

“kalau mesin adm per unit itu dianggarkan 250 juta, ditambah pemeliharaan 

sekitar 165 juta per tahun, jadi kalau ditotal itu kira-kira sekitar 3,7 M 

biayanya” (Wawancara, 17 Juli 2024) 
 

 
 

Selain itu dari hal sumber daya manusia,  ditugaskan 2-3 orang yang 

bertanggung jawab dan siap membantu masyarakat yang kesulitan dalam 

penggunaan mesin ADM dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga 

menyediakan petugas IT apabila mesin ADM mengalami masalah. Berikut hasil 

wawancara lanjutan dari Bapak Helmi Syaleh;
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“Untuk memastikan mesin ADM dapat digunakan dengan baik oleh 

masyarakat, setiap unit mesin ADM ditugaskan kepada 2-3 orang petugas 

yang bertanggung jawab untuk membantu masyarakat yang mengalami 

kesulitan dalam penggunaan mesin tersebut. Petugas ini akan berada di 

lokasi mesin ADM selama jam operasional untuk memberikan bantuan 

langsung dan memastikan kelancaran proses”. 

 
Tabel   4.1  Jumlah Petugas di Kecamatan 

 
No. Kota / Kecamatan Jumlah Petugas 

Mesin ADM 

1. Biringkanaya 2 petugas 

2. Bontoala 2 petugas 

3. Makassar 2 petugas 

4. Mamajang 2 petugas 

5. Manggala 2 petugas 

6. Mariso 2 petugas 

7. Panakukang 2 petugas 

8. Rappocini 2 petugas 

9. Tallo 2 petugas 

10. Tamalanrea 2 petugas 

11. Tamalate 2 petugas 

12. Ujung Pandang 2 petugas 

13. Ujung Tanah 2 petugas 

14. Wajo 2 petugas 
 

 
 

3. Hubungan Antar Organisasi 

 
Pendapat (Van Meter & Van Horn, 1975), ketiadaan kejelasan dan konsistensi 

serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan akan berakibat 

standar dan tujuan kebijakan akan sulit untuk di capai. Kunci utama dalam 

implementasi kebijakan yang efektif adalah komunikasi kepada para 

implementator yang konsisten dan akurat. Dalam analisis indikator 

komunikasi, implementasi yang efektif adalah tanggung jawab keputusan yang 

apa yang harus dilakukan.  Pembuat kebijakan harus mengetahui dengan jelas 

dampak disetiap kebijakan dimasyarakat. (Nuryanti Mustari, 2022) 

Koordinasi  juga  merupakan  kekuatan  utama  dalam  implementasi
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kebijakan. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan membuat potensi terjadinya kesalahan 

semakin kecil, dan berlaku sebaliknya. Tanpa adanya penyaluran komunikasi 

yang baik terhadap  suatu  kebijakan  maka  besar  kemungkinan kebijakan 

atau program tersebut tidak akan berjalan dengan baik (Wibowo, 2023). 

Untuk memastikan pengaplikasian mesin Anjungan Dukcapil Mandiri 

(ADM) berjalan lancar dan efektif dalam pelayanan kepada masyarakat, 

diperlukan koordinasi yang baik antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(Dukcapil) Kota Makassar dengan pihak kecamatan yang tersebar di kota 

Makassar. Dukcapil bekerja sama dengan kecamatan untuk menentukan lokasi 

strategis penempatan mesin ADM. Penempatan ini berdasarkan kebutuhan 

masyarakat dan aksesibilitas agar masyarakat dapat dengan mudah 

menggunakan layanan ini. Penempatan mesin ADM biasanya dilakukan di 

kantor kecamatan, mal pelayanan publik, atau lokasi strategis lainnya yang 

sering dikunjungi masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Indrawati 

Semming. 

“Kami memilih lokasi-lokasi tersebut karena memiliki tingkat 

kunjungan masyarakat yang tinggi. Kantor kecamatan merupakan tempat 

yang sering didatangi warga untuk mengurus berbagai administrasi 

kependudukan. Mal pelayanan publik menyediakan berbagai layanan 

pemerintahan di satu tempat, sehingga sangat strategis untuk 

menempatkan mesin ADM di sana.” (Wawancara, 17 Mei 2024). 
 

 
 

Selain itu Dukcapil mengadakan pelatihan khusus bagi petugas di 

kecamatan yang akan bertanggung jawab atas pengoperasian dan 

pemeliharaan mesin ADM. Pelatihan ini mencakup cara penggunaan mesin,
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pemecahan  masalah dasar, serta prosedur pelayanan  kepada masyarakat. 

Setiap unit mesin ADM ditugaskan kepada 2-3 orang petugas dari kecamatan 

yang telah dilatih untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan 

dalam penggunaan mesin ADM. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Indrawati 

Semming dalam wawancara sebagai berikut; 

“Dukcapil menyadari pentingnya memastikan bahwa mesin ADM dapat 

beroperasi dengan baik dan memberikan pelayanan optimal kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, kami mengadakan pelatihan khusus bagi 

petugas di kecamatan yang akan bertanggung jawab atas pengoperasian 

dan pemeliharaan mesin ADM.” 

 
“Pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari cara 

penggunaan mesin ADM, pemecahan masalah dasar, hingga pemeliharaan 

rutin. Petugas diajarkan bagaimana mengoperasikan mesin dengan benar, 

melakukan verifikasi data, serta menangani dokumen yang dicetak. Selain 

itu, mereka juga dilatih untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah- 

masalah teknis sederhana yang mungkin terjadi pada mesin.” (Wawancara, 

17 Mei 2024). 

 
Pemerintah memahami akan kebutuhan masyarakat di masa sekarang 

yaitu kecepatan dan inovasi dalam pelayanan publik terutama dalam hal 

administrasi kependudukan. Penanganan pada lambatnya pelayanan terkait 

pencetakan dokumen menjadi tanggung jawab pemerintah dalam 

menyelesaikan masalah ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut 

pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam  Negeri membuat kebijakan 

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, ditandai 

dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  7 

Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. 

Upaya untuk menyukseskan kebijakan ini, Pemerintah Daerah gencar 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai cara yaitu dengan
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media social Instagram, pamphlet maupun spanduk. 
 
 
 
 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 

memperkenalkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) melalui sosial 

media yaitu instagram, facebook dan tiktok tujuannya agar masyarakat lebih 

familiar terhadap mesin ADM. Informasi mengenai mesin ADM juga 

disebarluaskan melalui media sosial resmi Dukcapil dan kecamatan. 

Penggunaan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter membantu 

menjangkau masyarakat luas dengan cepat dan efektif. Konten yang disajikan 

mencakup video tutorial, infografis, dan postingan edukatif yang menjelaskan 

cara penggunaan mesin ADM dan manfaat yang dapat diperoleh. Berikut 

pernyataan dari Ibu Indrawati Semming : 

“Untuk memastikan masyarakat luas mendapatkan informasi yang tepat 

mengenai keberadaan dan manfaat mesin ADM, kami memanfaatkan 

berbagai platform media sosial resmi Dukcapil dan kecamatan. Media 

sosial merupakan alat yang sangat efektif untuk menjangkau masyarakat 

secara cepat dan luas.” (Wawancara, 17 Mei 2024) 

 
Selanjutnya terkait media sosial apa saja yang digunakan oleh Dukcapil 

dan kecamatan untuk menyebarkan informasi ini Ibu Indrawati Semming 

menambahkan informasi yang dirangkum dalam wawancara : 

“Kami menggunakan beberapa platform media sosial, termasuk Facebook, 

Instagram, dan Twitter. Setiap platform memiliki audiens yang berbeda, 

sehingga kami dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan 

lebih efektif. Selain itu, kami juga menggunakan WhatsApp untuk 

mengirimkan informasi langsung kepada masyarakat melalui grup-grup 

komunitas.” (Wawancara,  17 Mei 2024)
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Gambar 4.2 Pengenalan mesin ADM di Sosial Media 
 

 
 

Sumber : Instagram 

 

4. Karakteristik Agen Pelaksana 

 
Seperti  yang  dikemukakan  oleh Van  Meter dan  Van  Horn  (1975) 

sebagaimana yang dikutip dari Fauziyah (2021) menjelaskan bahwa dalam 

suatu  implementasi  kebijakan,  agar  dapat  mencapai  keberhasilan  yang 

maksimal, maka   harus diidentifikasikan dan di ketahui karakteristik agen 

pelaksana yang mencakup skruktur birokrasi, norma – norma dan aturan, serta 

pola – pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sesuai peraturan Walikota 

Makassar Nomor 94 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, 

tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

Kota Makassar memberikan tanggung jawab pada bidang pemanfaatan data 

dan inovasi pelayanan untuk terus meningkatkan inovasi pelayanan publik di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yaitu Mesin 

Anjungan Dukcapil Mandiri yang dapat memudahkan masyakarat dalam 

melakukan pencetakan dokumen. 

a. Hierarki Dan Pembagian Tugas 

 
Terkait  struktur  dan  pembagian  tugas,  masing-masing  staf  dan
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pimpinan memiliki tupoksi yang berbeda. Misalnya, Kepala Dinas Dukcapil 

bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan kebijakan strategis 

terkait pengaplikasian mesin ADM. Kepala Dinas memastikan bahwa 

program ini berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan seperti 

yang dijelaskan langsung oleh Ibu indrawati : 

“Sebagai Kepala Dinas Dukcapil, beliau bertanggung jawab atas 

keseluruhan operasional dan kebijakan strategis terkait pengaplikasian 

mesin ADM. Tanggung jawabnya mencakup memastikan bahwa program 

ini berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi  kami  

adalah memberikan  pelayanan  kependudukan  yang  cepat, akurat, dan 

mudah diakses oleh seluruh masyarakat Kota Makassar.” 

 
Sekretaris Dinas membantu Kepala Dinas dalam koordinasi internal dan 

administrasi. Memastikan bahwa semua departemen bekerja sesuai dengan  

peraturan  dan  prosedur yang  berlaku.  Kepala Bidang Pelayanan 

Kependudukan mengawasi langsung pelaksanaan layanan kependudukan 

yang melibatkan mesin ADM. Bertanggung jawab atas operasional mesin 

ADM di berbagai lokasi. Petugas Teknis dan Operator ADM: Petugas yang 

ditempatkan di lokasi mesin ADM, seperti kantor kecamatan dan mal 

pelayanan publik. Mereka bertanggung jawab untuk membantu masyarakat 

dalam penggunaan mesin ADM dan melakukan pemeliharaan rutin. 

b.  Norma dan Aturan 

 
Prosedur Penggunaan Mesin ADM terdapat SOP yang mengatur 

langkah-langkah penggunaan mesin ADM oleh masyarakat, mulai dari 

verifikasi data hingga pencetakan dokumen. Berikut hasil wawancara 

dengan Bapak Helmy
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“Prosedur penggunaan mesin ADM diatur dengan sangat jelas melalui 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kami terapkan. SOP ini 

mencakup semua langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat, mulai 

dari verifikasi data hingga pencetakan dokumen.” (Wawancara, 17 Mei 

2024) 

 
Selanjutnya, Bapak Helmy menambahkan bahwa SOP ini dirancang 

untuk memastikan keamanan dan akurasi data. Pemeliharaan dan Perbaikan: 

SOP pemeliharaan dan perbaikan mesin ADM mencakup jadwal 

pemeliharaan rutin, prosedur pelaporan kerusakan, dan langkah-langkah 

perbaikan. Petugas teknis dilatih untuk mengikuti SOP ini secara ketat. 

“Kami selalu memastikan bahwa data yang dihimpun memiliki tingkat 

akurasi yang tinggi dan kami selalu memastikan kerahasiaan dan 

keamanan data”. (Wawancara, 17 Mei 2024) 

 
Pelatihan Petugas: Norma dan aturan mengenai pelatihan petugas ADM 

mencakup kurikulum pelatihan, durasi, dan evaluasi kompetensi. Pelatihan ini 

wajib diikuti oleh semua petugas yang bertanggung jawab atas operasional 

mesin ADM. 

5. Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi 

 
Variabel kelima yaitu kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

yang merupakan lingkungan eksternal yang turut mempengaruhi keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan. Lingkungan yang kondusif dan mendukung 

dapat mendorong keberhasilan suatu kebijakan, sebaliknya lingkungan yang 

tidak kondusif dapat berpotensi menjadi sumber kegagalan suatu 

implementasi kebijakan (Aisyah, 2023). 

1.   Kondisi Sosial (Penerimaan Masyarakat) 

 
a.  Kesadaran dan Pendidikan
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Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat di Kota Makassar 

berpengaruh besar terhadap penerimaan dan penggunaan mesin ADM. 

Masyarakat yang lebih teredukasi cenderung lebih cepat beradaptasi 

dengan teknologi baru ini. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan 

lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan dasar tentang teknologi 

yang lebih baik. Mereka lebih mudah memahami cara kerja mesin ADM 

dan merasa lebih nyaman menggunakannya. Pengetahuan ini mencakup 

kemampuan untuk mengoperasikan perangkat digital, memahami 

instruksi di layar, dan mengikuti prosedur yang diperlukan. Berikut hasil 

wawancara dengan Bapak Helmy (Staf Dukcapil) : 

“Bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, kami 

menyediakan berbagai bentuk bantuan. Petugas kami di lapangan siap 

membantu mereka dalam menggunakan mesin ADM. Selain itu, kami 

juga melakukan edukasi langsung di lokasi-lokasi mesin ADM, serta 

menyediakan panduan yang mudah dipahami. Kami ingin memastikan 

bahwa semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini 

dengan baik.” (Wawancara, 18 Mei 2024). 

 
b.   Persepsi dan Sikap 

 
Persepsi masyarakat terhadap layanan publik juga mempengaruhi 

implementasi mesin ADM. Jika masyarakat melihat mesin ADM sebagai 

solusi praktis dan efisien untuk mengurus dokumen kependudukan, 

mereka akan lebih mungkin untuk memanfaatkannya. Dukcapil Makassar 

telah berupaya untuk membangun persepsi positif ini melalui sosialisasi 

dan edukasi yang intensif, serta melakukan strategi menghadapi berbagai 

perspektif yang muncul di masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan 

Ibu Indrawati :
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“Dalam menghadapi perspektif positif dan negative kami menerapkan 

beberapa strategi khusus. Pertama, kami memastikan bahwa setiap 

mesin ADM berfungsi dengan baik dan mudah digunakan. Kami juga 

menempatkan petugas yang siap membantu di setiap lokasi mesin 

ADM untuk memberikan panduan dan dukungan kepada masyarakat. 

Selain itu, kami secara aktif mengumpulkan umpan balik dari 

masyarakat dan melakukan perbaikan berdasarkan masukan tersebut. 

Sosialisasi melalui media sosial, brosur, dan poster juga dilakukan 

untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang keuntungan 

menggunakan mesin ADM.” (Wawancara, 17 Mei 2024) 

 
c.   Aksesibilitas 

 
Kondisi sosial yang beragam mempengaruhi  aksesibilitas mesin 

ADM. Upaya untuk memastikan bahwa mesin ADM tersedia di lokasi 

strategis yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, 

termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, menjadi sangat penting. 

2.   Kondisi Politik (Dukungan Pemerintah Daerah) 

 
a. Kebijakan dan Regulasi 

 
Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting dalam 

implementasi mesin ADM. Kebijakan yang mendukung inovasi teknologi 

dalam pelayanan publik memfasilitasi penerapan mesin ADM. Pemerintah 

Kota Makassar telah menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung 

program ini melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang pro-teknologi. 

b.  Stabilitas Politik 

 
Stabilitas politik di Kota Makassar juga memainkan peran penting 

dalam keberhasilan implementasi mesin ADM. Stabilitas ini memastikan 

bahwa program dapat berjalan tanpa hambatan yang disebabkan oleh 

perubahan kebijakan yang mendadak atau ketidakstabilan politik.



52  

 
 

 

c.  Kerjasama Antar Instansi 

 
Implementasi mesin ADM melibatkan kerjasama antara Dukcapil, 

pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait. Koordinasi yang baik 

antar instansi memastikan bahwa program ini dapat berjalan lancar dan 

efisien. 

3.   Kondisi Ekonomi (Pendanaan dan Infrastruktur) 

 
a.  Anggaran Pemerintah 

 
Implementasi mesin ADM memerlukan investasi awal yang 

signifikan, termasuk biaya pengadaan mesin, pelatihan petugas, dan 

pemeliharaan. Ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah sangat 

krusial untuk memastikan keberlanjutan program ini. 

b.  Dukungan Infrastruktur 

 
Kondisi ekonomi yang baik memungkinkan adanya infrastruktur 

yang memadai untuk mendukung operasional mesin ADM, seperti 

jaringan internet yang stabil, listrik yang tidak terputus, dan fasilitas 

pendukung lainnya. 

c.  Efisiensi Ekonomi 

 
Dari perspektif ekonomi, mesin ADM dapat meningkatkan efisiensi 

dalam pelayanan publik. Dengan adanya mesin ADM, proses pengurusan 

dokumen kependudukan menjadi lebih cepat dan biaya operasional dapat 

ditekan. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal 

dengan mengurangi waktu yang dihabiskan masyarakat untuk mengurus 

administrasi.
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6. Disposisi Implementor 

 
Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van 

Horn tersebut, bahwasanya sikap implementor dipengaruhi oleh 

pendangannya terhadap suatu kebijakan yang akan di implementasikan, dan 

kebijakan tersebut dapat dipengaruhi kepentingan kepentingan organisasinya 

dan kepentingan kepentingan pribadinya. Hal ini menunjukkan bahwa 

realisasi sebuah kebijakan sangat dipengaruhi   dari   sudut   pandang   dan 

pengalaman dari implementor (Kusmin, 2020). Disposisi implementor 

merujuk pada sikap, komitmen, dan kesiapan para pelaksana kebijakan atau 

program dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam 

konteks implementasi pengaplikasian mesin ADM di Kota Makassar, 

disposisi implementor mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi 

keberhasilan program ini, seperti sikap positif terhadap inovasi, komitmen 

terhadap pelayanan publik, dan kesiapan teknis serta administratif. 

Sesuai dengan aturan perilaku dan kode etik pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar bahwa memberikan 

pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, tidak mempersulit pelayanan 

kepada Masyarakat serta membantu masyarakat dalam memahami hak dan 

tanggung jawab sebagai penerima pelayanan public salah satunya yaitu 

menyediakan inovasi seperti mesin Anjungan Dukcapil Mandiri karena 

dengan adanya inovasi tersebut dapat memudahkan Masyarakat untuk 

melakukan pencetakan dokumen tanpa perlu antri berlama-lama.
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1. Sikap Positif Terhadap Inovasi 

a. Penerimaan Teknologi Baru 

Implementasi mesin ADM memerlukan sikap terbuka dan positif 

dari para implementor terhadap teknologi baru. Para petugas di Dukcapil 

dan kecamatan harus melihat mesin ADM sebagai alat yang dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. 

Sikap positif ini mencakup kesediaan untuk belajar dan mengadopsi 

teknologi baru, serta kemampuan untuk mengatasi resistensi awal 

terhadap perubahan. 

“Dari pihak internal, banyak petugas yang merasa inovasi ini sangat 

membantu pekerjaan mereka. Mesin ADM mengurangi beban kerja 

di kantor sehingga mereka bisa fokus pada tugas-tugas lain yang 

lebih kompleks. Selain itu, adanya mesin ini juga meningkatkan citra 

pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat.” (Wawancara, Helmy Saleh 19 Mei 2024) 

 
b.   Dukungan terhadap Perubahan 

 
Perubahan  dalam  prosedur  pelayanan  publik  sering  kali 

menghadapi resistensi. Namun, para implementor di Kota Makassar telah 

menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pengaplikasian mesin ADM. 

Mereka memahami bahwa perubahan ini akan membawa manfaat jangka 

panjang, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi institusi mereka. 

Sikap dukungan ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam pelatihan, 

sosialisasi, dan upaya peningkatan layanan. 

2.   Komitmen terhadap Pelayanan Publik 

a.  Kualitas Pelayanan
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Komitmen para implementor terhadap kualitas pelayanan publik 

merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi mesin ADM. 

Mereka harus memastikan bahwa setiap masyarakat yang menggunakan 

mesin ADM mendapatkan pengalaman yang positif dan layanan yang 

memuaskan. Ini melibatkan kesiapan untuk memberikan bantuan dan 

dukungan yang diperlukan, serta menjaga standar pelayanan yang tinggi. 

b. Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat 

 
Para implementor harus responsif terhadap kebutuhan dan umpan 

balik dari masyarakat. Ini termasuk menangani keluhan, memberikan 

solusi cepat terhadap masalah yang timbul, dan terus mencari cara untuk 

meningkatkan pelayanan. Responsifitas ini menunjukkan komitmen 

mereka untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas 

utama. 

7. Faktor Penghambat Implementasi 

 
1.  Keberadaan mesin ADM saat ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

dalam proses pencetakan dokumen seperti Kartu Keluarga dan KIA, namun tidak 

sedikit masyarakat yang belum familiar terhadap penggunaan mesin ADM. Hal 

tersebut dikarenakan masyarakat di Kota Makassar khususnya lansia yang belum 

memahami dan mengetahui manfaat, fungsi dan keunggulan dari mesin ADM. 

Hal ini disampaikan oleh Ibu Indrawaty; 

“Masalah utamanya adalah kurangnya informasi yang sampai ke 

masyarakat mengenai keberadaan dan cara penggunaan mesin ADM 

ini. Banyak warga yang masih belum mengetahui bahwa layanan ini 

tersedia dan bagaimana cara menggunakannya.” (Wawancara, 19 Mei
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2024) 

 
Pernyataan ini juga diperkuat oleh salah satu masyarakat yang 

mengeluhkan minimnya pengetahuan yang mereka dapatkan tentang manfaat 

aplikasi mesin ADM dari Dukcapil Makassar. 

“Saya tidak paham soal mesin itu jadi masih bingung,   tidak ada 

sosialisasi akhirnya saya masih harus mengantri lama di kantor 

Dukcapil untuk mendapatkan layanan. (Wawancara, Abdul Muis 20 

Mei 2024) 

 
Informasi yang disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Makassar belum bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat Kota 

Makassar sehingga masyarakat masih bingung atau belum paham untuk 

menggunakan mesin tersebut. Banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan 

teknologi canggih, termasuk penggunaan mesin ADM. Tingkat literasi teknologi 

yang rendah membuat mereka merasa canggung atau khawatir untuk mencoba 

menggunakan mesin ini. Sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di daerah 

terpencil atau kurang berkembang, mungkin tidak memiliki akses yang memadai 

ke pendidikan teknologi. Hal ini memperburuk kesenjangan dalam kemampuan 

menggunakan perangkat digital. 

Kurangnya sosialisasi mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) 

kepada masyarakat merupakan tantangan signifikan dalam penerapan teknologi 

ini. Mesin ADM, yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam 

mencetak dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP, belum 

dikenal luas oleh banyak warga. Salah satu penyebab utama adalah minimnya 

informasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat tentang keberadaan dan 

penggunaan mesin ini. Sosialisasi yang kurang intensif membuat banyak
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orang tidak tahu cara mengoperasikan mesin ADM atau bahkan tidak menyadari 

bahwa layanan tersebut tersedia. 

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam sosialisasi seringkali tidak 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah 

terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap informasi digital. Banyak warga 

yang tidak akrab dengan teknologi digital merasa kesulitan untuk memanfaatkan 

mesin ADM tanpa panduan yang memadai. Kurangnya panduan penggunaan 

yang mudah dipahami, seperti video tutorial atau brosur informatif, juga menjadi 

hambatan 

 

 
 

2.  Adapun  hambatan  lain  pada  mesin  ADM  yaitu  belum  bisa  untuk 

mencetak  KTP elektronik dikarenakan pencetakan KTP elektronik harus 

menunggu fasilitas dari pemerintah pusat. Mesin ADM (Anjungan Dukcapil 

Mandiri) saat ini belum dapat mencetak KTP elektronik. Hal ini disebabkan 

oleh kebutuhan fasilitas khusus yang harus disediakan oleh pemerintah pusat 

untuk pencetakan KTP elektronik. Meski mesin ADM telah digunakan untuk 

berbagai layanan administrasi kependudukan lainnya seperti pencetakan akta 

kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya, pencetakan 

KTP elektronik masih memerlukan waktu lebih lama. Pemerintah pusat perlu 

memastikan bahwa seluruh persyaratan teknis dan keamanan terpenuhi 

sebelum memberikan fasilitas yang memungkinkan pencetakan KTP 

elektronik melalui mesin ADM. 

Dengan kata lain, integrasi teknologi dan fasilitas yang diperlukan
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untuk pencetakan KTP elektronik masih dalam proses pengembangan dan 

implementasi oleh pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat harus menunggu 

hingga fasilitas tersebut tersedia untuk bisa mencetak KTP elektronik melalui 

mesin ADM. 

3.  Penghambat  yang  masih  terjadi  dalam  pelaksanaan  mesin  ADM 

dimasyarakat adalah masalah jaringan dalam ADM yang terkadang 

bermasalah. Mesin ADM biasanya memerlukan koneksi internet yang stabil 

untuk berfungsi optimal. Di daerah yang memiliki akses internet terbatas atau 

sinyal yang buruk, penggunaan mesin ini menjadi kurang efektif. 

“Benar, ada beberapa laporan terkait mesin ADM yang tidak 

beroperasi. Penyebab utamanya adalah masalah jaringan internet yang 

kurang stabil. Mesin ADM sangat bergantung pada koneksi internet 

untuk mengakses database pusat Dukcapil, dan jika koneksi ini 

bermasalah, maka mesin tidak bisa berfungsi.” (Wawancara, 19 Mei 

2024) 

 
Mesin ADM mungkin belum tersebar merata di semua lokasi, sehingga 

masyarakat  yang  tinggal  jauh dari  pusat  kota  atau kantor  kecamatan  tidak 

memiliki akses mudah ke layanan ini. Penghambat yang masih terjadi dalam 

pelaksanaan mesin ADM di masyarakat adalah masalah jaringan dalam ADM 

yang terkadang bermasalah. Jaringan yang tidak stabil atau sering mengalami 

gangguan menyebabkan layanan ADM tidak dapat berfungsi dengan optimal. 

Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan dan mengurangi 

keefektifan  mesin  ADM  untuk  memenuhi  kebutuhan  administrasi 

kependudukan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat 

di Kec. Ujung Tanah terkait pelayanan mesin ADM; 

“Pernah saya mau urus akta kelahiran anakku tapi karena jaringan
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tidak bagus makanya tertunda pelayanannya, karena harus menunggu 

lagi teknisinya datang dari kantor Dukcapil” (Wawancara, Aminah, 

20 Mei 2024) 

 
“Terkadang kalau mau print/cetak dokumen terhambat juga kalau 

jaringan tidak bagus, akhirnya pulang tanpa selesai pengurusan 

tinggal menunggu lagi panggilan dari kantor kecamatan kalau sudah 

tercetak dokumennya” (Wawancara, Muh. Hidayat 21 Mei 2024) 
 

 
 

Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan evaluasi dan peningkatan 

kualitas jaringan untuk memastikan mesin ADM dapat beroperasi secara 

maksimal dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

 

 
 

C.  Pembahasan Hasil Penelitian 

 
Dalam bagian ini, terdapat penjelasan topik yang sesuai dengan penelitian, 

sehingga pada pembahasan ini, peneliti akan menggabungkan hasil penelitian 

dengan teori yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Hal ini sejalan 

dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis 

data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Identifikasi 

dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan. Adapun 

pembahasan terkait implementasi kebijakan mesin ADM Dukcapil Mandiri, yaitu; 

1.   Standar dan Sasaran Kebijakan 

 
Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, 

standar dan sasaran kebijakan memainkan peran penting dalam menentukan 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Standar kebijakan merujuk pada aturan, 

regulasi, dan pedoman yang harus diikuti selama implementasi kebijakan.  

Dalam  konteks  pengaplikasian  mesin  Anjungan  Dukcapil
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Mandiri (ADM) di Kota Makassar, standar ini mencakup regulasi tentang 

prosedur operasional mesin, keamanan data, dan kualifikasi petugas yang 

akan mengoperasikan mesin tersebut. Standar yang jelas membantu 

memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan mengikuti 

prosedur yang ditetapkan, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan 

meningkatkan efisiensi layanan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 

bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam pengaplikasian mesin ADM 

Dukcapil Mandiri Kota Makassar merujuk pada Undang-Undang No. 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 

 
Tentang Administrasi Kependudukan. Hasil pembahasan dari wawancara 

mengenai standar dalam pelayanan melalui mesin ADM Dukcapil Mandiri 

adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan mesin, 

standar keamanan data serta standar pelayanan yang harus cepat dan tepat. 

Standar dan sasaran dalam penelitian ini sangat jelas dan terdefinisi 

dengan baik. Salah satu elemen kunci dalam model implementasi Van Meter 

dan Van Horn telah memberikan arah dan fokus bagi semua pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, serta menyediakan dasar untuk 

evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan. 

2.   Sumber Daya 

 
Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menekankan 

pentingnya sumber daya sebagai faktor kunci yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam teori ini, sumber daya 

mencakup berbagai elemen penting yang diperlukan untuk
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menjalankan kebijakan secara efektif. Hasil penelitian ditemukan 3 jenis 

sumber daya yang sangat berperan dalam pengimplementasian mesin ADM. 

Pertama, sumber daya anggaran/finansial. Berdasarkan hasil wawancara, 

total anggaran terkait pengadaan 14 mesin dan pemeliharaan mesin ADM per 

tahun adalah adalah 3,7 Miliar yang bersumber dari APBN. Sumber daya 

yang kedua adalah sumber daya manusia dengan melibatkan 2-3 orang 

sebagai petugas di setiap kecamatan. 

Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa tanpa sumber daya 

yang memadai, implementasi kebijakan akan menghadapi banyak kendala 

yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, 

alokasi sumber daya yang tepat dan strategi pengelolaan yang efektif sangat 

penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. 

Dalam praktiknya, tantangan utama adalah bagaimana mengelola 

sumber daya ini secara efisien dan efektif untuk memastikan bahwa tujuan 

kebijakan dapat tercapai. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terus-menerus 

diperlukan untuk  menilai  apakah  sumber daya  yang  tersedia digunakan 

secara optimal dan apakah ada kebutuhan untuk penyesuaian atau 

penambahan sumber daya. 

3.   Hubungan Antar Organisasi 

 
Dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn, hubungan antar 

organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi 

kebijakan. Hubungan ini melibatkan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama 

antara  berbagai  organisasi  yang  berperan  dalam  pelaksanaan  kebijakan.



62  

 
 

 

Dalam konteks pengaplikasian mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di 

Kota Makassar, hubungan antar organisasi mencakup kerjasama antara 

pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), 

dengan pihak Kecamatan diseluruh Kota Makassar. 

 
Koordinasi yang efektif antara pemerintah kecamatan dan Dukcapil 

sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan sesuai dengan 

standar dan sasaran yang telah ditetapkan. Dukcapil bertanggung jawab 

dalam penyediaan anggaran dan fasilitas, sementara pemerintah Kecamatan 

bertanggung jawab dalam operasional harian mesin ADM dan pelatihan 

petugas. Penyedia teknologi harus memastikan bahwa mesin ADM 

berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperlukan. 

 
Komunikasi yang lancar antara organisasi-organisasi ini membantu 

mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama 

implementasi. Misalnya, jika terdapat masalah teknis dengan mesin ADM, 

penyedia teknologi dapat segera diberitahu dan mengambil tindakan yang 

diperlukan untuk memperbaikinya. Selain itu, hubungan yang baik dengan 

pihak ketiga, seperti lembaga pendidikan atau pusat perbelanjaan tempat 

mesin ADM ditempatkan, memastikan bahwa mesin dapat diakses oleh 

masyarakat dengan mudah. 

 
Kerjasama yang  kuat  dan  sinergi  antara berbagai  organisasi  ini 

memastikan bahwa setiap aspek dari implementasi kebijakan dapat berjalan



63  

 
 

 

dengan lancar. Ini termasuk perencanaan, pengadaan, pelatihan, operasional, 

dan pemeliharaan mesin ADM. Dengan hubungan antar organisasi yang 

efektif, sumber daya dapat dialokasikan dan digunakan secara optimal, 

hambatan dapat diminimalkan, dan tujuan kebijakan dapat tercapai. 

 
Dalam rangka menjaga hubungan yang baik antar organisasi, 

diperlukan mekanisme komunikasi yang jelas dan terbuka, pertemuan rutin 

untuk membahas perkembangan dan tantangan, serta sistem evaluasi yang 

memungkinkan setiap pihak memberikan masukan dan umpan balik. Hal ini 

membantu menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan mesin ADM di Kota Makassar. 

 
4.   Karakteristik Agen Pelaksana 

 
Dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn, karakteristik 

agen pelaksana merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan. Agen pelaksana adalah individu atau 

kelompok yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan 

program yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik 

agen pelaksana dalam konteks pengaplikasian mesin Anjungan Dukcapil 

Mandiri (ADM) di Kota Makassar di kelompokkan pada dua hal, yaitu 

hierarki dan norma/aturan. 

Pada  hierarki  dijelaskan  tentang  pembagian  tugas  bahwa  setiap 

implementor memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tingkat
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komitmen dan dedikasi agen pelaksana terhadap tugas mereka sangat penting. 

Petugas yang berdedikasi akan lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat dan memastikan bahwa mesin ADM beroperasi 

dengan baik. Selanjutnya norma merujuk pada nilai, keyakinan, dan harapan 

yang tidak tertulis tetapi diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan dan 

masyarakat. Norma ini mencakup prinsip etika, budaya kerja, dan komitmen 

terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Misalnya, norma- norma 

profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik 

sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan 

bahwa kebijakan diimplementasikan dengan integritas. 

5.   Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik 

 
Dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn, kondisi sosial, 

ekonomi, dan politik memainkan peran penting dalam menentukan 

keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi ini menciptakan konteks di 

mana kebijakan diimplementasikan, mempengaruhi persepsi, dukungan, dan 

tindakan berbagai pemangku kepentingan. 

Kondisi Sosial: Kondisi sosial mencakup faktor-faktor seperti tingkat 

pendidikan, kesadaran masyarakat, dan sikap terhadap teknologi. Di Kota 

Makassar, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

administrasi kependudukan serta kemampuan menggunakan teknologi sangat 

mempengaruhi penerimaan dan penggunaan mesin Anjungan Dukcapil 

Mandiri (ADM). Jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang  baik  dan  

sikap  positif  terhadap  teknologi,  mereka  lebih  mungkin
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menerima dan memanfaatkan mesin ADM dengan baik. 

 
Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi terkait dengan sumber daya 

yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan. Di Kota Makassar, 

keberhasilan pengaplikasian mesin ADM sangat bergantung pada alokasi 

anggaran yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan, dan operasional 

mesin. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi 

kemampuan mereka untuk mengakses layanan ADM, seperti lokasi mesin 

yang strategis dan biaya yang mungkin terkait dengan penggunaan layanan 

tersebut. 

Kondisi Politik: Kondisi politik mencakup stabilitas politik, 

dukungan dari pemerintah, dan kerangka regulasi yang ada. Di Kota 

Makassar, dukungan politik dari pemerintah daerah sangat penting untuk 

keberhasilan implementasi mesin ADM. Dukungan ini bisa berupa kebijakan 

yang mendukung, alokasi anggaran, serta komitmen untuk meningkatkan 

kualitas layanan publik. Stabilitas politik juga memastikan bahwa kebijakan 

dapat diimplementasikan secara berkelanjutan tanpa gangguan yang berarti. 

Dalam konteks pengaplikasian mesin ADM di Kota Makassar, 

integrasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik ini menjadi kunci dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberhasilan implementasi 

kebijakan. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku 

kepentingan untuk memastikan bahwa kondisi-kondisi ini mendukung dan 

memfasilitasi penggunaan mesin ADM oleh masyarakat. Dengan demikian, 

tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan administrasi
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kependudukan dapat tercapai. 

 
6.   Disposisi Implementor 

 
Menurut teori implementasi Van Meter dan Van Horn, disposisi 

implementor mengacu pada sikap, pandangan, dan komitmen para pelaksana 

kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Disposisi 

implementor mencakup beberapa aspek penting, salah satunya adalah sikap 

positif terhadap kebijakan. Sikap positif dan dukungan terhadap kebijakan 

sangat penting. Jika implementor percaya bahwa kebijakan ini akan 

memberikan manfaat besar bagi masyarakat, mereka akan lebih termotivasi 

untuk memastikan keberhasilannya. Selain itu para implementor harus 

fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang 

mungkin muncul selama implementasi kebijakan. Misalnya, mereka harus 

siap mengatasi masalah teknis atau kendala lain yang mungkin timbul dalam 

pengoperasian mesin ADM. Ditambah lagi berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan bahwa implementor responsif terhadap kebutuhan dan umpan 

balik dari masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menempatkan 

kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. 

7.   Faktor Penghambat 

 
Merujuk pada implementasi Van Meter dan Van Horn, terdapat 

beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

pengaplikasian mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kota Makassar. 

Berikut adalah beberapa faktor penghambat tersebut: 

1. Kurangnya sosialisasi dalam implementasi pengaplikasian mesin ADM
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menyebabkan berbagai masalah yang menghambat keberhasilan program 

karena Masyarakat atau pihak yang terlibat tidak memahami tujuan, 

manfaat dan cara kerja program tersebut. Tanpa informasi yang memadai, 

masyarakat tidak akan mengetahui adanya program atau kebijakan baru 

yang diterapkan. Selain itu dukungan dari masyarakat, stakeholder, atau 

instansi terkait menjadi lemah karena kurangnya informasi yang sampai 

kepada mereka. 

2. Jaringan yang kurang stabil. Jaringan yang kurang stabil dapat menghambat 

implementasi mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) secara signifikan. 

Jaringan yang tidak stabil dapat menyebabkan koneksi yang terputus-putus, 

menghambat pengambilan data dari server pusat. Gangguan jaringan dapat 

menyebabkan hilangnya data atau kerusakan data yang dikirimkan antara 

mesin ADM dan server. Jaringan yang lambat atau terputus-putus 

menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi dan validasi data 

identitas, sehingga pengguna harus menunggu lebih lama. Ditambah 

koneksi yang tidak stabil seringkali menyebabkan kesalahan time-out, di 

mana proses tidak dapat diselesaikan karena server tidak dapat diakses 

dalam waktu yang ditentukan. 

3. Minim fasilitas. Hal ini berkaitan dengan terhambatnya pencetakan KTP 

dikarenakan harus menunggu fasilitas dari pemerintah pusat. Mesin ADM 

saat ini belum bisa mencetak KTP elektronik disebabkan oleh kebutuhan 

fasilitas khusus yang harus disediakan oleh pemerintah pusat untuk 

pencetakan  KTP.  Pemerintah  Pusat  perlu  memastikan  bahwa  seluruh
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persyaratan teknis dan keamanan terpenuhi sebelum memberikan fasilitas 

yang memungkinkan pencetakan KTP elektronik melalui mesin ADM.
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BAB V 
 

 

A. Kesimpulan 

PENUTUP

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut, 

yang terbagi atas dua bagian, yaitu: 

1. Implementasi Mesin ADM (Teori Van Meter Van Horn) 

 
Standar dan Sasaran Kebijakan, Dukcapil memiliki standar kebijakan 

mencakup standar operasional prosedur (SOP), Sumber Daya Dukcapil telah 

menyediakan 14unit mesin ADM ke tiap 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, 

Hubungan  Antar  Organisasi,  Dukcapil  bekerja  sama dengan  kecamatan  untuk 

menentukan lokasi strategis penempatan mesin ADM, Karakteristik Agen 

Pelaksana, Berdasarkan hierarki dan pembagian tugas, masing-masing staf dan 

pimpinan memiliki tupoksi yang berbeda. Disposisi Implementor, Dinas Dukcapil 

bahwa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat 

2. Faktor Penghambat 

 
Keberadaan mesin ADM saat ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

dalam proses pencetakan dokumen seperti Kartu Keluarga dan KIA, namun tidak 

sedikit masyarakat yang belum familiar terhadap penggunaan mesin ADM. 

dikarenakan sosialisasi yang masih minim. Penghambat dalam pengaplikasian 

mesin ADM di masyarakat adalah masalah jaringan dalam ADM yang terkadang 

bermasalah. Mesin ADM memerlukan koneksi internet yang stabil sedangkan 

masih terdapat beberapa daerah yang memiliki koneksi jaringan Penghambat 

lainnya adalah mesin ADM belum bisa mencetak KTP elektronik dikarenakan 

KTP harus menunggu fasilitas dari pemerintah pusat.
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B. Saran 

 
Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yakni: 

 
Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Makassar agar terus diperbaiki kekurangan yang masih dimiliki dari 

hubungan jaringan ataupun error pada system mesin ADMnya serta melakukan 

pengembangan terhadap kualitas pelayanan untuk menjadi lebih baik. 

Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat lebih meluas lagi dari 

kecamatan hingga desa-desa secara rutin karena sebagian banyak masyarakat masih 

belum mengetahui ADM dan menggunggah kembali tentang informasi mesin ADM 

di media sosial lainnya agar tidak tertimbun dengan unggahan-unggahan yang lain- 

lainnya. 

Harapan bagi peneliti selanjutnya adalah penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Untuk memperkaya temuan, penelitian selanjutnya bisa 

menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur variabel-variabel yang relevan. 
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1.    Standar dan sasaran kebijakan 

a.   Bagaimana standar keberhasilan pelaksanaan pelayanan melalui mesin 

ADM di Dinas Dukcapil Kota Makassar? 
 

 

2.   Sumber daya 

a.   Bagaimana  kesiapan  pegawai  dalam  mengimplementasikan  mesin 

ADM di Dinas Dukcapil Kota Makassar? 

b.   Bagaimana kondisi sumber daya manusia dan sumber daya fisik di 

Dinas Dukcapil Kota Makassar? 
 

 

3.    Hubungan antar organisasi 

a.  Bagaimana  koordinasi  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam 

pelayanan mesin anjungan dukcapil mandiri? 

b.  Bagaimana  peran  dinas  dukcapil  dalam  memperkenalkan  pelayanan 

melalui mesin ADM? 
 

 

4.    Karakteristik agen pelaksana 

a.  Bagaimana  pengawasan  penggunaan  mesin  ADM  tersebut  di  Dinas 

Dukcapil Kota Makassar? 
 

 

5.   Kondisi sosial, politik dan ekonomi. 

a.   Bagaimana  tanggapan  publik  tentang  kebijakan  adanya  Pelayanan 

melalui mesin ADM? 

b.   Bagaimana bentuk pelayanan yang diajukan dalam mesin ADM? 

c.   Apa manfaat yang diperoleh dari pelayanan melalui mesin ADM? 
 

 

6.   Disposisi Implementor/para pelaksana 

a.  Bagaimana  respon  implementator  atas  implementasi  mesin  ADM 

tersebut? 

b. Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan pelayanan 

melalui mesin ADM?



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Staff Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 
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Wawancara bersama masyarakat yang melakukan layanan 
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Wawancara bersama masyarakat yang melakukan layanan 
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Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Kota Makassar 
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